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Informasi Artikel Abstract
Tanggal masuk 12 Juli 2024 Research aim : This study aims to determine the obstacles to the
implementation of village head leadership and village head
Tanggal revisi 25 April 2025 leadership strategies in the implementation of Majasari Village
Government.

Tanggal diterima 25 Juli2025  pesign/Methode/Approach : This research uses a qualitative

approach with data analysis techniques, namely SWOT analysis.
Research Finding : The obstacles faced in implementing village
head leadership in Majasari Village are administrative obstacles.
The village head's leadership strategy in Majasari Village is an
aggressive strategy.

Practitionel/Policy implication : The leadership strategy
implemented by the village head in Majasari Village is an aggressive
strategy.

Research limitation : The research focuses on the leadership of the
village head in Majasari Village.

Keywords : village head;
leadership; leadership strategies

Abstrak

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kendala penerapan kepemimpinan kepala desa dan strategi
kepemimpinan kepala desa pada penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Majasari.

Desain/Metode/Pendekatan : Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yakni analisis
SWOT.

Temuan Penelitian : Kendala yang dihadapi dalam penerapan
kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari adalah kendala
administrasi. Adapun strategi kepemimpinan kepala desa di Desa
Majasari adalah strategi agresif.

Kontribusi Teoritis/ Originalitas : Strategi kepemimpinan yang
diterapkan kepala desa di Desa Majasari adalah strategi agresif.
Implikasi Praktis : Pemerintah Desa Majasari dapat menerapkan
strategi kepemimpinan kepala desa berupa strategi agresif untuk
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian berfokus pada kepemimpinan
kepala desa di Desa Majasari.

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan
perubahan yang besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di seluruh
Indonesia. Hal ini disebabkan karena desa memiliki peran penting dalam
pembangunan sebuah negara. Berdasarkan otonomi desa, desa diberikan hak untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya
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yang dimilikinya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
lainnya.

Otonomi desa memberikan energi baru bagi penduduk desa untuk membangun
desanya menjadi desa maju atau desa mandiri. Selain itu, adanya otonomi desa
diharapkan permasalahan yang ada di desa seperti kualitas SDM yang rendah,
infrastruktur yang belum memadai, kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan
lainnya dapat diatasi dan tidak menjadi penyakit akut yang ada di desa. Namun
demikian, Pemerintah juga tidak berpangku tangan untuk menyerahkan seluruhnya
pengentasan permasalahan di desa kepada Pemerintah Desa. Hal ini terlihat adanya
dukungan dari Pemerintah berupa pemberian dana desa dan bantuan yang lainnya
guna pengentasan permasalahan yang ada di desa dan kelancaran dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kesuksesan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas
dari peran kepala desa sebagai seorang pemimpin di desa yang dibantu oleh
perangkat desa. Sehingga maju mundurnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa
bergantung kepada penerapan kepemimpinan kepala desa yang berdampak pada
kinerja perangkat desa yang berimplikasi pada kinerja Pemerintahan Desa.
Kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa memiliki peran penting dalam
pembangunan dan penentu tercapainya atau tidaknya rencana yang sudah
ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan kualitas dari seorang kepala
desa dalam mengorganisir dan mengkoordinir perangkat desa dan lembaga desa
untuk bekerja sesuai bidangnya masing-masing [1].

Pada konteks pembangunan desa, kepala desa merupakan figur terdepan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam
keberhasilan seluruh program pembangunan desa [2]. Sehingga kepemimpinan
kepala desa berhubungan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu
pemerintahan desa. Dengan demikian, kegagalan atau kesuksesan suatu organisasi
ditentukan salah satunya adalah penerapan kepemimpinan di dalam organisasi
tersebut [3]. Kepala desa merupakan figur yang dapat menentukan keefektifan
kinerja pemerintahan desa [4].

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya merupakan bentuk kepemimpinan
yang harus dijalankan seseorang berdasarkan peraturan pemerintah pusat. Sehingga
orientasi kepemimpinan kepala desa yaitu melaksanakan sebaik-baiknya tugas-
tugas yang diberikan kepada pemerintah pusat guna mengatur dan melaksanakan
berbagai kebijakan untuk desa dengan mengedepankan partisipasi masyarakat [2].
Kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan pengarahan,
pemberian motivasi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan untuk
mewujudkan tujuan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, bahwa pencapaian
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditentukan oleh kepemimpinan kepala
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desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka membangun
desa.

Namun demikian, saat ini masih cukup banyak penyelenggaraan Pemerintahan
Desa di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga desa tersebut
berada pada status desa tertinggal, bahkan desa sangat tertinggal. Hal ini disebabkan
oleh berbagai kendala salah satunya adalah penerapan kepemimpinan kepala desa.
Dengan demikian diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah
satunya melalui studi komparatif kepada desa-desa yang telah berhasil
melaksanakan pembangunan desa [5].

Pemerintahan Desa Majasari yang berlokasi di Kabupaten Indramayu
merupakan salah satu desa yang dianggap berhasil karena telah melakukan
perubahan dari desa tertinggal menjadi desa mandiri dan telah meraih berbagai
penghargaan baik penghargaan pada tingkat daerah, tingkat provinsi maupun
tingkat nasional khususnya regional Jawa-Bali. Prestasi tersebut tidak terlepas dari
kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa. Keberhasilan yang diraih oleh
Desa Majasari diharapkan dapat ditularkan kepada desa lain dengan status desa
sangat tertinggal maupun desa tertinggal. Dengan demikian, diharapkan desa-desa
tersebut dapat bertransformasi menjadi desa maju atau desa mandiri.

Pola kepemimpinan pada masing-masing desa berbeda-beda tergantung
pendekatan yang diterapkan oleh kepala desa. Adapun pertimbangan dalam
menerapkan kepemimpinan tersebut diantaranya budaya masyarakat, kepribadian,
pengalaman, kemampuan dan pendidikan kepala desa, dan berbagai pertimbangan
lainnya termasuk kondisi perangkat desa. Dengan berbagai pertimbangan tersebut,
maka kepala desa dapat memutuskan pola kepemimpinan yang tepat untuk
membangun desanya dan meningkatan partisipasi masyarakat.

Akan tetapi, meskipun Pemerintahan Desa Majasari merupakan desa mandiri
dan telah meraih berbagai penghargaan, namun saat ini Pemerintahan Desa
Majasari mulai kesulitan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya
disebabkan oleh penerapan kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa
sehingga membuat kinerja Pemerintahan Desa yang tercermin pada kinerja
perangkat desa mengalami penurunan. Kinerja perangkat desa memiliki dampak
yang besar terhadap keberhasilan penyelenggaran Pemerintahan Desa yang
tercermin pada pelayanan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai program yang
telah direncanakan sebelumnya tidak berjalan dengan lancar, perubahan
program/rencana, dan adanya komplain dari masyarakat terkait pelayanan yang
diberikan oleh desa dan program-program yang dijalankan oleh desa. Hal ini senada
dengan hasil penelitian dari Zuliansyah et al (2020), bahwa Pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang Desa yaitu Pemerintah
Desa belum mampu untuk merancang kebutuhan masyarakat yang partisipatif dan
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transparan [6]. Selain itu, Desa Majasari juga mulai kesulitan untuk bersaing
dengan desa lain yang kini mulai menjelma menjadi desa mandiri untuk
mengalahkan status Desa Majasari merupakan desa juara tingkat kabupaten,
provinsi dan nasional regional jawa-bali.

Berdasarkan hasil penelitian dari Damayanti et al, bahwa permasalahan di desa
terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dan
kepemimpinan kepala desa [7]. Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa
sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan pembangunan desa sehingga dibutuhkan
kepala desa yang memiliki dedikasi tinggi dan komitmen untuk membangun desa
[8]. Kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa. Pola kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala akan
mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desanya
[4].

Dengan demikian, diperlukan strategi kepemimpinan kepala desa yang dapat
meningkatkan kinerja perangkat desa sehingga Pemerintahan Desa Majasari masih
bertahan menjadi desa maju atau berubah menjadi desa mandiri. Adapun rumusan
masalah pada penelitian ini yaitu apa kendala yang dapat menghambat penerapan
kepemimpinan kepala desa, dan strategi kepemimpinan kepala desa pada
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari. Untuk itu, tujuan penelitian ini
untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat penerapan kepemimpinan
kepala desa, dan menyusun strategi kepemimpinan kepala desa pada
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari. Sehingga hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa khususnya kepala
desa untuk menerapkan pola kepemimpinan pada menyelenggarakan Pemerintahan
Desa.

Pernyataan Masalah Penelitian

Pemerintah Desa Majasari mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Hal ini terlihat dari berbagai program yang telah direncanakan
sebelumnya tidak berjalan dengan lancar, adanya perubahan program/rencana, dan
adanya komplain dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh perangkat
desa dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut
terjadi tidak lepas dari penerapan kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa
dan kendala yang dihadapi dalam penerapan kepemimpinan kepala desa. Untuk itu
diperlukan strategi kepemimpinan kepala desa yang dapat membuat
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari berjalan dengan lancar.
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Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kendala yang dapat
menghambat penerapan kepemimpinan kepala desa, dan menyusun strategi
kepemimpinan kepala desa pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majasari.

Metode

Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis data
yang digunakan yakni analisis SWOT. Hal ini disebabkan karena penelitian ini
mencari kendala penerapan kepemimpinan kepala desa dan strategi kepemimpinan
kepala desa. Penelitian dilaksanakan menggunakan studi kasus tunggal. Subjek
penelitian dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa, sedangkan unit
analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Majasari, Kecamatan
Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Adapun alasan pemilihan Pemerintahan Desa
Majasari sebagai tempat penelitian karena Desa Majasari merupakan desa yang
meraih penghargaan desa terbaik pada tingkat daerah, tingkat provinsi maupun
tingkat nasional khususnya regional Jawa-Bali. Keberhasilan yang diraih oleh Desa
Majasari diharapkan dapat ditularkan kepada desa lain. Namun dalam pelaksanaan
pemerintahan Desa Majasari masih menghadapi berbagai kendala untuk
menerapkan pola kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa sehingga
diperlukan strategi agar pola kepemimpinan kepala desa dapat diimplementasikan
dengan baik.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan
observasi. Pengumpulan data dilaksanakan selama 6 hari (terhitung dari tanggal 3
juni 2024 sampai dengan 8 juni 2024). Wawancara dengan informan dibantu
kuesioner yang bersifat terbuka. Adapun karakteristik informan dalam penelitian
ini terbagi menjadi dua informan yakni informan eksternal dan informan internal.
Informan eksternal terdiri dari Masyarakat Desa Majasari, Badan Permusyawaratan
Desa Majasari, dan Camat Kecamatan Sliyeg. Sementara itu, informan internal
terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Kepala Desa. Perangkat Desa
Majasari, meliputi: Bekel, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kliwon,
Lambang, Lebe, Lurah, Malang, Sekretaris Desa. Sedangkan Lembaga Desa
Majasari, meliputi: ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ketua
LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), ketua Gapoktan (Gabungan
Kelompok Tani), ketua Fokorgaki (Pengurus Forum Komunikasi RTRW), ketua
DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia)
Perwakilan Desa Majasari, ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), ketua PIK-
R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan ketua Karang Taruna.
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Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil
sebagai berikut.

1. Kendala Penerapan Kepemimpinan Kepala Desa di Pemerintahan Desa

Majasari

Kepala desa menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan
kepemimpinan kepala desa. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan
kepemimpinan kepala desa terbagi menjadi dua kendala yaitu kendala
internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi dalam
penerapan kepemimpinan kepala desa, antara lain yaitu:
a. Pemahaman masyarakat dalam pengurusan pelayanan.
Sikap masyarakat.
Pendidikan dan kemampuan masyarakat.
Kondisi dan ketersediaan teknologi.

© a0 o

Pemahaman perangkat desa.

Sementara itu, kendala eksternal yang dihadapi dalam penerapan
kepemimpinan kepala desa antara lain sebagai berikut:
Ketersediaan blangko administrasi kependudukan.
Waktu pengurusan administrasi.
Pencairan anggaran desa.
Perubahan dan tumpang tindih kebijakan.
Dukungan kebijakan.
Koordinasi antar instansi.
Alih fungsi lahan.
. Budaya asing.
Strategi Kepemimpinan Kepala Desa

Untuk merumuskan strategi kepemimpinan kepala desa, maka perlu

dipetakan hal-hal yang termasuk ke dalam IFAS maupun EFAS.

SR e ao o
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Tabel 1. IFAS dan EFAS

No Uraian Bobot Rating Nilai
A Faktor Internal
Kekuatan (Strengths)
1 Konsep pembangunan desa bertumpuh pada 0.100 5.000 0.500
gotong royong — _ e
2 Partisipasi masyarakat dan semua pihak dalam 0.100 5.000 0.500
pembangunan desa E— B S
3 Ketersediaan V.ISI, misi dan strategi serta 0.100 5000 0.500
rencana Pemerintahan Desa E— — —
4 Ketersediaan dan peran aktif lembaga desa 0,030 5.000 0.150
Komitmen kepala desa dalam pembangunan
5 geosr:ltmen kepala desa dalam pembangunan 0.080 5.000 0.400
6 Monetering dan evaluasi pembangunan desa 0,060 5.000 0,300
7 Kemampuan pencarian sumber pendanaan 0.040 4.000 0.160
pembangunan — - —
8 Pelaksanaan penggunaan APBDes 0.040 4,000 0,160
9 Potensi desa 0,020 3,000 0,060
10 Lokasi desa 0,010 3,000 0,030
11 Keanekaragaman mata pencaharian penduduk 0,010 3,000 0,030
12 Stabll}tas sosial, politik, keamanan, dan 0.030 4.000 0.120
ketertiban masyarakat E— — B
13 Inovasi program dan produk hukum desa 0,040 5.000 0.200
14 Ketersediaan lembaga dan layanan masyarakat 0,010 3,000 0,030
15 Kondisi lingkungan desa 0.010 3,000 0,030
Jumlah Nilai Kekuatan (Strengths) 0,680 3.170
Kelemahan (Weakness)
1 Pemahaman masyarakat dalam pengurusan 0.090 5.000 0.450
pelayanan — = Ea—
2 Sikap masyarakat 0,090 5,000 0.450
3 Pendidikan dan kemampuan masyarakat 0,080 5,000 0.400
4 Kondisi dan ketersediaan teknologi 0,050 4,000 0,200
5 Pemahaman perangkat desa 0,010 3,000 0,030
Jumlah Nilai Kelemahan (Weakness) 0.320 1,530
Jumlah Nilai Kekuatan-Kelemahan 1,000 1,640
B Faktor Eksternal
= Peluang (Opportunities)
1 Perlindungan hukum 0.100 5.000 0,500
2 Otonomi desa 0.100 5.000 0,500
3 Komitmen pemerintah (pusat, provinsi, daerah) 0.080 4.000 0.320
dalam membangun desa _ -
4 Ketersediaan peraturan dan k.eb1]akan yang 0.080 4.000 0.320
mendukung pelaksanaan kegiatan desa E— I E—
5 Pembangunan gedung/bangunan/fisik 0,020 4,000 0,080
6 Dukungan dari berbagai pihak eksternal desa 0.060 4.000 0.240
dalam membangun desa — - B
7 Kemltraan dengan berbagai mstltus% ' 0.060 4.000 0.240
pemerintah, swasta dan perguruan tinggi E— — E—
8 Perkembangan Teknologi dan Informasi 0.020 3,000 0,060
9 Pemaharr}an masyarakat terkait Teknologi dan 0.020 3.000 0.060
Informasi
Jumlah Nilai Peluang (Opportunities) 0,540 2.320

Ancaman (Threats)
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No Uraian Bobot Rating Nilai
Ketersediaan blangko administrasi
1 Kependudukan 0,100 5,000 0,500
2 Waktu pengurusan administrasi 0,070 4,000 0,280
3 Pencairan anggaran desa 0,070 5,000 0,350
4 Perubahan dan tumpang tindih kebijakan 0,060 4,000 0,240
5 Dukungan kebijakan 0,060 5,000 0,300
6 Koordinasi antar instansi 0,060 4,000 0,240
7 Alih fungsi lahan 0.020 3.000 0.060
8 Budaya asing 0,020 4,000 0,080
Jumlah Nilai Ancaman (Threats) 0.460 2,050
Jumlah Nilai Peluang dan Ancaman 1,000 0,270
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024
Peluang
Organisasi
(1,640 ; 0,270)
Kelemahan W | ( Kekuatan
Organisasi J L Organisasi

Ancaman
Organisasi

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024
Gambar 1. Kuadran Analisis SWOT

Berdasarkan gambar di atas, maka grand strategi penerapan kepemimpinan
kepala desa di Desa Majasari menggunakan strategi agresif. Berdasarkan strategi
tersebut, maka dapat diturunkan pada strategi operasional yang terpetakan pada
matriks SWOT.
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Tabel 2. Matriks SWOT Pada Desa Maju

IFAS Kekuatan Kelemahan
15 Indikator Kekuatan 5 Indikator Kelemahan
EFAS

Peluang
9 Indikator Strategi S-O: Strategi W-O:
Peluang a. Penguatan kepemimpinan kepala desa a. Penguatan kapasitas SDM perangkat
b. Penguatan inovasi pelayanan desa
masyarakat b. Peningkatan sarana prasarana
c. Penguatan kerjasama pelayanan
d. Penerapan manajemen keuangan desa c. Kemudahan pengurusan pelayanan
Ancaman
8 Indikator Strategi S-T: Strategi W-T:
Ancaman a. Penguatan budaya lokal 1. Penguatan kapasitas SDM masyarakat

b. Penguatan payung hukum dan >. Peningkatan  pendekatan  kepada

kelembagaan masyarakat
c. Penguatan koordinasi

w

sumber pendapatan desa

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024

Berdasarkan analisis SWOT di atas, terlihat bahwa posisi Desa Majasari saat
ini berada pada posisi strategi S-O. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan
strategi operasional penerapan kepemimpinan kepala desa yakni penguatan
kepemimpinan kepala desa, penguatan inovasi pelayanan masyarakat, penguatan

kerjasama, dan penerapan manajemen keuangan desa.

Pembahasan
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat
dilakukan pembahasan sebagai berikut.
1. Kendala Penerapan Kepemimpinan Kepala Desa
Pada saat kepala desa ketika menerapkan kepemimpinan di Desa
Majasari, kepala desa menghadapi berbagai kendala antara lain:

a. Pemahaman masyarakat dalam pengurusan pelayanan

Masyarakat masih kurang memahami ketika pengurusan pelayanan
yang diberikan oleh perangkat desa. Hal ini terlihat pada saat
masyarakat mengurus pelayanan di kantor desa, masyarakat masih
belum memahami prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk
pengurusan pelayanan sehingga membuat pelayanan menjadi lama.
Hal ini disebabkan karena masyarakat harus melengkapi dan
mengurus berbagai persyaratan yang diperlukan agar bisa
mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan mereka. Kendala ini terjadi
karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat
untuk memenuhi segala persyaratan untuk mengurus pelayanan serta
kurangnya keingintahuan atau komunikasi antar masyarakat ketika
ingin mengurus pelayanan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil
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penelitian dari Akbar et al (2018), bahwa permasalahan pembangunan
desa disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat karena
pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masyarakat hanya diam
dan menerima hasil apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa [9].
b. Sikap Masyarakat

Sebagian masyarakat masih memiliki sikap acuh pada pembangunan
desa sehingga kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam
pembangunan desa. Padahal kepala desa, perangkat desa dan pihak
lainnya sudah memberikan sosialisasi dan menginginkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa. Kendala ini terjadi karena
masyarakat memiliki perilaku yang kurang peduli dan acuh terhadap
pembangunan desa yang diakibatkan oleh pergaulan dan budaya
hedonis yang masuk ke kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat juga
kurang suka pada kepemimpinan, karakter, keluarga dan status
kehidupan kepala desa. Padahal partisipasi masyarakat sangat penting
untuk kelancaran pembangunan desa. Pembangunan desa
dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan swadaya gotong
royong. Hal ini senada dengan penelitian dari Mursyid (2015), bahwa
kurangnya partisipasi masyarakat pada kemajuan desa [10]. Padahal
pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal
potensi SDM sehingga perlu adanya peningkatan kualitas hidup,
prakarsa, keterampilan melalui bimbingan dan bantuan dari berbagai
instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
[11]. Untuk itu diperlukan cara untuk melatih masyarakat agar
berpartisipasi dalam pembangunan dan ikut mengontrol penggunaan
dana desa [6]. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan masyarakat
yang merupakan bagian dari pembangunan partisipatif diharapkan
sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga
pemberdayaan masyarakat pedesaan pada proses pembangunan
memberikan ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam
tiap tahapan pembangunan [12].

c. Pendidikan dan kemampuan masyarakat
Pendidikan dan kemampuan masyarakat tergolong masih rendah. Hal
ini disebabkan karena mayoritas pendidikan masyarakat adalah
berpendidikan Sekolah Dasar, sehingga kemampuan berpikir
masyarakat juga terbatas sehingga masyarakat sulit diajak untuk
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membangun desa baik dari partisipasi, gagasan, dan lainnya. Selain
kendala pada tingkat pendidikan, kendala lainnya yakni rendahnya
kemampuan yang dimiliki masyarakat. Hal ini disebabkan karena
masyarakat kurang berperan aktif atau kurang mengikuti pelatihan,
bimbingan dan metode peningkatan kemampuan lainnya. Sehingga
kemampuan yang dimiliki masyarakat hanya bersumber secara
otodidak atau warisan secara turun temurun yang diturunkan oleh
keluarga. Menurut Santrock (2018), salah satu faktor yang
menyebabkan masyarakat kurang memandang penting pendidikan
adalah ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan
hidup, pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan.
Pandangan ini biasaya terjadi pada masyarakat desa dan masyarakat
yang berpenghasilan rendah. Selain itu, permasalahan lainnya
kurangnya sarana belajar yang ada di pedesaan [13]. Hasil ini senada
dengan hasil penelitian dari Akbar et al (2018), bahwa permasalahan
pembangunan desa disebabkan oleh rendahnya pendidikan
masyarakat yang rendah sechingga masyarakat hanya diam dan
menerima hasil apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa [9].
d. Kondisi dan ketersediaan teknologi
Tekonologi yang digunakan untuk pelayanan terkadang mengalami
error dan jumlahnya terbatas. Kendala ini terjadi karena komputer
yang digunakan merupakan generasi lama, terjangkit virus, software
bermasalah sehingga perlu diinstal ulang, jaringan bermasalah, dan
kesalahan dalam pengoperasian komputer. Selain itu, jumlah
komputer yang tersedia juga terbatas. Hal ini disebabkan karena
Pemerintah Desa kekurangan pendanaan untuk membeli komputer
yang baru atau melakukan perawatan terhadap komputer. Selain itu,
perangkat desa juga kurang memahami terkait dengan perawatan
komputer. Dengan demikian, komputer yang digunakan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya mengandalkan
beberapa komputer saja dengan kondisi seadanya. Hal ini senada
dengan hasil penelitian dari Subadi (2019), bahwa permasalahan pada
penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu keterbatasan sarana dan
prasarana seperti komputer [14]. Sehingga sarana kerja pada kantor
kepala desa perlu disediakan dengan memadai untuk kelancaran
pelaksanaan tugas perangkat desa [15].
e. Pemahaman perangkat desa

Perangkat desa kurang paham pembuatan notulensi hasil rapat/
pelatihan. Kendala ini terjadi pada saat perangkat desa mengikuti
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rapat/ pelatihan yang diadakan oleh pihak eksternal. Pada saat
perangkat desa selesai mengikuti rapat/ pelatihan, perangkat desa
tidak mampu untuk membuat notulensi dari hasil rapat/ pelatihan
tersebut. Sehingga perangkat desa tidak bisa menyampaikan secara
tertulis hasil dari rapat/ pelatihan tersebut kepada semua pihak
khususnya kepala desa. Padahal kepala desa sering meminta
perangkat desa untuk membuat notulensi ketika mereka mengikuti
rapat/ pelatthan dan menyampaikannya kepada kepala desa secara
tertulis, karena apabila disampaikan secara tidak tertulis, cukup
banyak informasi yang terlewat untuk tersampaikan kepada kepala
desa. Kendala ini terjadi disebabkan karena keterbatasan pelatihan
penulisan notulensi rapat/ pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa
sehingga kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa untuk
membuat notulensi rapat/ pelatihan terbatas. Hasil penelitian ini
senada dengan hasil penelitian dari Damayanti et al (2023), bahwa
rendahnya keahlian SDM menjadi kendala dalam penyelenggaraan
Pemerintah Desa [16]. Hal yang sama juga diungkapkan oleh hasil
penelitian dari  Zuliansyah et al (2020), bahwa kendala
penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu banyak aparatur pemerintah
desa yang belum memiliki sikap profesionalisme, belum bertindak
efektif dan efisien, terbuka, belum bertanggungjawab ketika bekerja
dan belum mampu merancang kebutuhan masyarakat yang partisipatif
dan transparan. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan
kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa [6]. Hal senada juga
diungkapkan dari hasil penelitian dari Nurmadiah (2021), bahwa
sebagian besar perangkat desa memiliki kualitas SDM, skill dan
pengalaman yang kurang memadai yang mengakibatkan kinerja
perangkat desa kurang maksimal dalam menjalankan setiap tugas dan
kewajibannya sebagai pembantu kepala desa sehingga masalah ini
secara tidak langsung mempengaruhi kinerja kepala desa [17].

Sementara itu, kendala eksternal yang dihadapi dalam penerapan

kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari antara lain sebagai berikut:
a. Ketersediaan blangko administrasi kependudukan

Jumlah blangko administrasi kependudukan untuk pembuatan Kartu
Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disediakan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu masih
terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu
untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
Kendala ini sering terjadi ketika pemerintah desa mengurus Kartu
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Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke kantor kecamatan atau Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sedangkan
masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut jumlahnya
sangat banyak yang merupakan masyarakat dari berbagai desa yang
ada di Kabupaten Indramayu. Hal ini senada dengan hasil penelitian
dari Adriyanto dan Kismartini (2016), bahwa permasalahan yang
dihadapi berkaitan dengan penerbitan KTP elektronik adalah
ketersediaan blangko KTP-el yang diterima tidak sesuai dengan
kebutuhan [18].
b. Waktu pengurusan administrasi
Pengurusan administrasi di kecamatan dan instansi tertentu di
Pemerintah Kabupaten Indramayu memakan waktu yang panjang.
Kendala ini terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat dari
berbagai desa yang mengurus pelayanan administrasi kependudukan
baik kepengurusan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten,
serta pelayanan yang kurang cepat. Hal ini senada dengan hasil
penelitian dari Subadi (2019) bahwa pelayanan kurang cepat karena
kurangnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas [14]. Selain itu,
dalam proses pengurusan administrasi adanya pungutan apabila ingin
diproses secara cepat. Hal ini senada dengan penelitian dari Suwarno
(2012), bahwa adanya pungutan yang memberatkan masyarakat
berupa biaya administrasi atau biaya transportasi [19].
c. Pencairan Anggaran Desa

Jumlah anggaran desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Majasari
masih terbatas, dan anggaran desa juga mengalami keterlambatan
pencairan ketika pemerintah desa ingin mencairkan anggaran yang
merupakan bantuan dari pemerintah. Akibatnya, pembangunan pun
menjadi terlambat dan bahkan menjadi terbengkalai menunggu
pencairan anggaran. Permasalahan ini terjadi karena jumlah anggaran
(ADD, dana desa, dana pemprov) yang diterima oleh pemerintah desa
setiap tahunnya terbatas. Akibatnya pembangunan juga menjadi
terbatas dengan menyesuaikan besarnya jumlah anggaran, meskipun
telah menggunakan dana swadaya dari masyarakat. Namun besaran
anggaran swadaya yang didapatkan tidak besar mengingat bahwa
jumlah penduduk Majasari tidak banyak dan mayoritas penghasilan
masyarakat menengah kebawah. Hasil penelitian ini senada dengan
penelitian dari Ulhaq (2020), bahwa dalam penyelenggarana
Pemerintahan Desa ada permasalahan keterlambatan pencairan dana
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desa yang disebabkan oleh administrasi, sistem, dan sumber daya
manusia [20].

d. Perubahan dan tumpang tindih kebijakan
Permasalahan ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan dalam
pengurusan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak
tahu ketika ingin mengurus pelayanan dan akibatnya pemerintah desa
harus memberitahu kembali kepada masyarakat mengenai kebijakan
tersebut, dan masyarakat harus belajar kembali dari nol untuk
mendapatkan akses pelayanan tersebut. Akibatnya pelayanan menjadi
lama. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Damayanti et al
(2023), bahwa keahlian sumber daya manusia menjadi permasalahan
dalam memahami peraturan yang berlaku karena rendahnya keahlian
yang dimiliki oleh sumber daya manusia di desa [16].
Kebijakan juga sering mengalami perubahan dalam jangka waktu
yang tidak lama, mungkin bisa dikatakan dalam 1 tahun terjadi 2
hingga 3 kali kebijakan. Selain itu, kebijakan dari pemerintah baik
Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
mengalami tumpang tindih. Bahkan antar Kementrian atau Dinas
terjadi tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan, padahal isi
kebijakan tersebut tidak jauh berbeda. Terjadinya tumpang tindih ini
ketika pemerintah membuat kebijakan mengenai penerima bantuan,
peran dan fungsi pemerintah desa, dan hal lainnya. Hasil penelitian ini
senada dengan hasil penelitian dari Zuliansyah et al (2020) bahwa
Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai
Undang-Undang Desa yaitu kendala legislasi dan regulasi tentang
desa. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya aturan yang
diperlukan dan adanya kebingungan akibat banyaknya subtansi aturan
seperti aturan kelembagaan yang mengurus desa [6].

e. Dukungan Kebijakan
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkadang kurang
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti batas usia
dan pendidikan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin
menjadi perangkat desa. Padahal orang tersebut memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar karena orang tersebut
merupakan orang yang disegani di daerah tersebut sehingga mudah
untuk mengajak masyarakat guna berpartisipasi pada pembangunan
desa. Selain itu, ada juga masyarakat yg secara pendidikan masih
rendah, namun memiliki pengalaman dan kemampuan yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya
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dalam hal administrasi desa atau pelayanan desa. Selain itu kepala
desa sulit memberhentikan perangkat desa yang kurang memberikan
kontribusi pada penyelenggaraan Pemerintah Desa karena aturan yang
berlaku. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Nurmadiah
(2021), bahwa kepala desa mengalami kesulitan untuk
memberhentikan perangkat desa yang tidak menjalankan tugas dan
kewajibannya serta kualitas yang memadai karena terbentur Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 karena banyaknya
proses yang harus dilalui untuk memberhentkan perangkat desa [17].
f. Koordinasi Antar Instansi
Instansi yang ingin melaksanakan program di Desa Majasari seperti
pemberian bantuan terkadang tidak melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Desa, sehingga bantuan yang diberikan kepada
masyarakat kurang tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang
seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, mereka tidak
mendapatkannya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang
seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi
mereka mendapatkan bantuan tersebut. Akibatnya ada kecemburuan
ditengah masyarakat, dan menuding Pemerintah Desa tidak adil dan
hanya mementingkan beberapa pihak. Selain itu, terkadang bantuan
yang diberikan juga kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
sehingga masyarakat merasa kurang puas dan memberikan kritik
terhadap bantuan tersebut. Kemudian, pemberian bantuan juga
beberapa kali salah desa. Bantuan yang seharusnya diterima oleh
Pemerintah Desa Majasari, namun diterima oleh Pemerintah Desa lain
karena kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Desa. Sehingga
bantuan tersebut tidak dapat ditarik lagi karena sudah digunakan oleh
Pemerintah Desa tersebut. Hasil penelitian ini senada dengan yang
dikemukakan oleh Hidayat et al (2021), bahwa pelaksanaan
pembangunan di desa masih belum berjalan secara optimal karena
lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa serta pihak lain [21].
g. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan cukup marak terjadi di Desa Majasari sehingga
lahan pertanian semakin berkurang. Alih fungsi lahan terjadi ketika
masyarakat memerlukan uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya
sehingga lahan yang mereka miliki dijual kepada pihak lain. Lahan
digunakan untuk membangun gedung/ rumah atau industri.
Terjadinya alih fungsi lahan membuat mata pencaharian masyarakat
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yang sebelumnya menjadi buruh tani atau petani, harus beralih atau
bekerja ke sektor lain. Sehingga masyarakat harus melatih
kemampuan mereka atau mencari cara agar bisa bekerja di sektor lain
guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini senada dengan yang
dikemukan oleh Kusdiane et al (2018), bahwa terdapat alih fungsi
lahan di desa akibat pengembangan wilayah yang berdamapak pada
kehidupan petani di desa terutama generasi muda petani setempat
sehingga semakin menurunnya lahan pertanian menjadi penorong
dalam sulitnya terwujud regenerasi petani di desa [22].
h. Budaya Asing

Kendala lainnya yakni masuknya budaya asing ke masyarakat
sehingga membuat masyarakat menjadi hedonis, acuh, dan kurang
peduli terhadap pembangunan desa. Masuknya budaya asing ditengah
masyarakat disebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang
sehingga masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi
dari internet melalui Handphone atau media lainnya. Selain itu,
masuknya budaya asing disebabkan oleh pergaulan antar masyarakat
desa dengan masyarakat kota, budaya asing yang dibawa oleh tenaga
kerja yang pulang dari luar negeri. Hal ini senada dengan hasil
penelitian dari Hasanah (2023), bahwa adanya pengaruh budaya asing
yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat terhadap budaya lokal
seperti matinya kesenian tradisional yang merupakan kearifan lokal
karenakan dampak teknologi, dan adanya perubahan tata nilai di
masyarakat [23].

2. Strategi Kepemimpinan Kepala Desa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan bahwa
grand strategi penerapan kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari

menggunakan strategi agresif dengan strategi operasional yaitu:

a. Penguatan kepemimpinan kepala desa.

Penguatan kepemimpinan kepala desa dilakukan agar pencapaian
desa terus mengalami peningkatan. Penguatan kepemimpinan
dilakukan oleh kepala desa yang didukung oleh semua stakeholder
ketika menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini senada dengan
yang dikemukakan oleh Lahada (2018), bahwa kepemimipinan
kepala desa sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak dan
pemberian motivasi kepada aparatur desa untuk membangkitkan dan
mengarahkan dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan

Somadi. (2025). Rancangan Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Majasari. Jurnal
Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis, 10(2), 435-454. [BN510)
https://doi.org/https://doi.org/10.29407/nusamba.v10i2.23097



’ Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis
& Vol. 10 No. 2 Tahun 2025

E-ISSN : 2528-0929 P-ISSN : 2549-5291
Jurnal Nusantara

Aplikasi Manajemen Bisnis

dengan pembangunan dan kemasyarakatan agar pekerjaan dapat
terlaksana dengan baik [11].

b. Penguatan inovasi pelayanan masyarakat
Penguatan inovasi pelayanan masyarakat diperlukan guna
mempermudah masyarakat dalam menggunakan pelayanan. Inovasi
dapat dicetuskan oleh pemerintah desa dan semua pihak. Inovasi
dapat dilaksanakan secepatnya ketika proses pemberian layanan
kepada masyarakat agar permasalahan terkait pelayanan dapat
teratasi. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Akbar et al
(2018), bahwa kepala memberikan kebebasan kepada masyarakat
untuk mengemukakan aspirasi atau pikiran mengenai pembangunan
Desa yang akan dilaksanakan karena mereka yang mengetahui
kebutuhan dan permasalahan di desa [9].

c. Penguatan Kerjasama
Penguatan kerjasama dilakukan guna memperoleh berbagai bantuan
dari semua pihak baik itu pendanaan, kegiatan pelatihan, beasiswa,
hibah, tenaga dan pikiran, dan bantuan lainnya sehingga dapat
memperkuat kepemimpinan kepala desa. Penguatan kerjasama
dilakukan oleh pemerintah desa ketika akan menjalankan suatu
kegiatan yang dilaksanakan di desa. Hal ini senada dengan hasil
penelitian dari Mursyid (2015), bahwa Pemerintah Desa perlu
meningkatkan pendekatan dengan masyarakat desa dan lembaga
desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga desa
[10].

d. Penerapan manajemen keuangan desa
Penerapan manajemen keuangan desa diperlukan agar desa bisa
memanaj keuangan desa sehingga dapat membiayai kebutuhan
pelaksanaan kegiatan desa. Sehingga diperlukan pelatihan
manajemen keuangan yang dilaksanakan di desa dengan
mengundang narasumber yang expert dibidang manajemen
keuangan desa dan pemerintah desa sebagai pesertanya. Berdasarkan
hasil penelitian dari Damayanti et al (2023), bahwa kendala
pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya pemahaman dan
keahlian dalam tata kelola keuangan desa yang dapat menyebabkan
kesalahan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa [16].
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Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala dalam penerapan kepemimpinan kepala
desa di Desa Majasari yaitu kendala administrasi. Sementara itu, grand strategi
kepemimpinan kepala desa di Desa Majasari sebagai upaya untuk meningkatkan
kinerja perangkat desa yang merupakan cerminan kinerja Pemerintahan Desa yakni
strategi agresif dengan strategi operasional yakni penguatan kepemimpinan kepala
desa, penguatan inovasi pelayanan masyarakat, penguatan kerjasama, dan
penerapan manajemen keuangan desa. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil
penelitian ini yaitu untuk menyelesaikan kendala pada penerapan kepemimpinan
kepala desa di Desa Majasari dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tata
cara pengurusan pelayanan, pelatihan bagi perangkat desa tentang pembuatan
notulensi rapat, perangkat desa mempelajari berbagai peraturan, pembuatan surat
keterangan sementara dengan masa berlaku yang panjang, sosialisasi dan
penyediaan program paket belajar atau beasiswa bagi masyarakat untuk menempuh
pendidikan, penambahan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan, pendekatan
kepada masyarakat secara intensif, dan pencarian sumber pendanaaan. Untuk
melaksanakan grand strategi kepemimpinan kepala desa di Desa Maju melalui
pelatihan tentang kepemimpinan, bimbingan dan teknik tentang manajemen
keuangan, melakukan study banding ke desa mandiri yang memiliki program yang
unik, perlombaan tentang inovasi desa yang diikuti oleh masyarakat desa, dan
pemberian fasilitasi program kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Adapun kelemahan atau kekurangan pada penelitian ini yaitu jumlah
informan yang terbatas dan tidak menggunakan metode untuk mengetahui
sejauhmana pengaruh kendala internal dan eksternal pada penerapan pola
kepemimpinan kepala desa. Sehingga saran bagi penelitian selanjutnya yang ingin
memperkuat atau mengembangkan penelitian ini yakni dapat menambah informan
pada penelitian sebagai sampel penelitian dan dapat menggunakan penelitian
kuantiatif dengan metode regresi linier atau metode sejenisnya untuk menguji hasil
penelitian secara statistik sehingga akan terlihat semakin jelas hasil penelitian ini
seperti pengaruh kendala internal dan eksternal terhadap pola kepemimpinan kepala
desa yang berimplikasi pada kinerja perangkat desa atau kinerja pemerintah desa.
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